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NOMOR 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017

TENTANG
KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kerja sama di bidang usaha pertanian telah diatur
dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor
940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan
Usaha Pertanian;

bahwa dalam rangka meningkatkan skala dan efisiensi
usaha peternakan, kemampuan ekonomi peternak atau
pelaku usaha, akses pasar, daya saing, dan membangun
sinergi saling menguntungkan, serta berkeadilan, perlu
ditetapkan kemitraan usaha peternakan;

bahwa dengan adanya perkembangan kebijakan
mengenai kemitraan usaha, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak, dan Pasal 21 Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya

Hewan Peliharaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
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Mengingat

Pertanian tentang Kemitraan Usaha Peternakan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4347);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi
Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEMITRAAN
USAHA PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar
usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan,
memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung
jawab, dan ketergantungan.

Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang
menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha
budi daya Ternak.

Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang
menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang
upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya
diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait
dengan pertanian.

Peternak adalah orang perseorangan warga negara
Indonesia atau korporasi yang melakukan wusaha
peternakan.

Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun
yang bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan
kriteria dan skala tertentu.

Perusahaan di Bidang Lain adalah perusahaan di luar
bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara
Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang

Lain sebagai inti dan Peternak sebagai plasma.
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Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antar-
Peternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang
menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki
oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di
Bidang Lain.

Pola Sewa adalah hubungan kemitraan antar-Peternak
atau antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan
dan/atau Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu
pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin,
dan/atau Ternak kepada pihak penyewa.

Pola Perdagangan Umum adalah pelaksanaan kemitraan
yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama
pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan
pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh
usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara
usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar
yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen
yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar
sebagai bagian dari produksinya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah dinas daerah provinsi atau
kabupaten /kota.

BAB II
USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

Jenis usaha peternakan yang dapat dimitrakan terdiri atas:

(1)

Ternak;
produk hewan; dan

prasarana dan sarana produksi.

Pasal 3
Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik,

puyuh, babi, dan kelinci.
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